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   BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, Laporan Keuangan  

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul untuk tahun anggaran yang berakhir tanggal 

31 Desember 2023 telah dapat disusun. Laporan Keuangan ini merupakan pertanggungjawaban 

pelaksanaan anggaran di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul untuk tahun 

anggaran 2023. Dalam pengelolaan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul 

tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah.  

Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64  Tahun 2013  terdiri atas: 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) 

Neraca,  3) Laporan Operasional,  4) Laporan Perubahan Ekuitas dan 5) Catatan atas Laporan Keuangan.  

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul telah menerapkan akuntansi 

berbasis akrual sejak 1 Januari 2015 berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2023 

dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Gunungkidul.  

Laporan keuangan kadang kala mempunyai potensi kesalahpahaman bagi pembacanya. Untuk 

menghindari kesalahpahaman dalam menyusun laporan keuangan harus disertai dengan Catatan atas 

Laporan Keuangan yang diperlukan untuk melakukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan 

keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai 

suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,  Laporan Operasional, dan Laporan 

Perubahan Ekuitas. Termasuk pula penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan 

Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).  

Catatan atas Laporan Keuangan perlu dibuat dengan menyajikan penjelasan dan informasi atas 

seluruh akun dan sub akun pada pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai 

untuk memudahkan pengguna terutama Lembaga Pemeriksa dalam memahami Laporan Keuangan dapat 

dengan jelas dan tidak multi tafsir. Penyajian Laporan Keuangan dengan full disclosure sehingga akan 

membantu fungsi konsolidasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 

guna meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 
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A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang 

relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan 

anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi untuk 

Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-

undangan. Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya 

yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan 

terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: 

a. Akuntabilitas  

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang 

dipercayakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.  

b. Manajemen  

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di 

Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi 

perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana Pemerintah 

Daerah untuk kepentingan masyarakat.  

c. Transparansi  

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan 

pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan 

menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya 

yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.  

d. Keseimbangan Antargenerasi (Intergenerational equity)  

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah 

Daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang 

dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung 

beban pengeluaran tersebut 

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para 

pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial 

maupun politik dengan: 

a. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya 

telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. 

b. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai 

seluruh pengeluaran.  
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c. Menyampaikan informasi yang transparan, akuntabel dan bermanfaat bagi para pengguna dalam 

menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah khususnya pada Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik 

d. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Organisasi Perangkat Daerah 

berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, yaitu membandingkan realisasi belanja daerah 

dengan anggaran yang telah ditetapkan untuk mengetahui sisa perhitungan tahun anggaran 

berkenan dan memberikan gambaran posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 

tanggal tertentu. 

e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Organisasi Perangkat Daerah, 

apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama 

periode pelaporan  

 

B. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan 

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 disusun 

berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan 

daerah, yaitu: 

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400); 

c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 4438);  
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d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614); 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5272); 

i. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 11 

tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 

j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan 

Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1752); 

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum 

Daerah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi 

dan Nomenklatur tentang Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 

r. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 

2019 Nomor 85); 

s. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022; 

t. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 88); 

u. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 

2022; 

v. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 123 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022 
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sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 

Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 123 

Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021; 

w. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022; 

x. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Daerah; 

y. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi 

Pemerintah Daerah. 

C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan 

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut : 

Bab I. Pendahuluan 

 A. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan 

 B. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan  

 C. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan  

 

Bab II. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan PD 

 A. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan  

 B. Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan 

 

Bab III. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan  

 A. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 

  1. Pendapatan 

  2. Belanja 

 B. Penjelasan Pos-Pos Neraca 

1. Aset 

2. Kewajiban 

3. Ekuitas 

 C. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operaional 

  1. Pendapatan LO 

2. Beban 

 D. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas 

  

Bab IV Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan 

 

Bab V Penutup 

 

Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut: 
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Bab I Pendahuluan; menjelaskan secara ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan 

keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan 

atas laporan keuangan. 

 

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, yang menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target 

kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang ditetapkan. 

 

Bab III Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan, yang merinci dan menjelaskan masing-masing pos 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), penjelasan Laporan Realisasi Anggaran, menyajikan 

informasi realisasi anggaran dan belanja OPD yang masing-masing diperbandingkan dengan 

anggarannya dalam satu periode. 

laporan keuangan Neraca, Neraca menyajikan informasi tentang posisi keuangan mengenai 

aset, kewajiban dan ekuitas sampai dengan pada tanggal periode akuntansi. 

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional 

keuangan entitas akuntansi yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit 

operasional dari suatu entitas ekuntansi.  

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan infromasi mengenai perubahan ekuitas yang 

terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO koreksi yang langsung menambah ekuitas dan 

ekuitas akhir.  

 

Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan. 

 

Bab V  Penutup 
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BAB II 

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 

 

A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan 

Berikut disajikan Data Tabel Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul berdasarkan program dan kegiatan tahun 2023 : 

1. Tabel Capaian Realisasi Kinerja Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Gunungkidul Tahun Aggaran 2023 

 

TABEL IKHTISAR CAPAIAN KINERJA PROGRAM KEUANGAN BADAN 

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2023 

PROGRAM 

 Rencana Tingkat 
Capaian( Target )  

 Realisasi Tingkat 
Capaian  Nama Program 

Tolok Ukur 
Kinerja Satuan 

1 2 3 4 5 

Program 

Penyelenggaraan 

Keistimewaan 

Yogyakarta 

Urusan 

Kebudayaan 

Masukan Dana Rp 
          
303.220.000,00  

        
278.721.055,00  

Keluaran : 
Persentase 
Masyarakat 
memahami 
Pendidikan 
Wawasan 
kebangsaan dan 
politik berbasis 
budaya 

Persen 
                             
91,92  

                           
91,92  

Belanja Unit Kerja Rp 
          
303.220.000,00  

        
278.721.055,00  

Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Masukan Dana Rp 
       
2.139.208.729,00  

    
1.845.320.218,00  

Keluaran : 
Persentase 
Masyarakat 
memahami 
Pendidikan 
Wawasan 
kebangsaan dan 
politik berbasis 
budaya 

Persen 
                             
86,26  

                           
86,26  

Belanja Unit Kerja Rp 
       
2.139.208.729,00  

    
1.845.320.218,00  
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Program 

Penguatan 

Ideologi 

Pancasila Dan 

Karakter 

Kebangsaan 

Masukan Dana Rp 
          
383.485.000,00  

        
374.615.626,00  

Keluaran : 
Persentase 
Pemahaman 
Masyarakat 
terhadap 
wawasan 
kebangsaan 

Persen 
                             
97,69  

                           
97,69  

Belanja Unit Kerja Rp 
          
383.485.000,00  

        
374.615.626,00  

Program 

Peningkatan 

Peran Partai 

Politik Dan 

Lembaga 

Pendidikan 

Melalui 

Pendidikan 

Politik Dan 

Pengembangan 

Etika Serta 

Budaya Politik 

Masukan Dana Rp 
    
21.086.690.658,00  

  
21.060.979.807,00  

Keluaran : 
Persentase 
Partisipasi politik 
Masyarakat 
dalam Pileg, 
Pilpres, Pilkada 

Persen 
                             
99,88  

                           
99,88  

Belanja Unit Kerja Rp 
    
21.086.690.658,00  

  
21.060.979.807,00  

Program 

Pemberdayaan 

Dan 

Pengawasan 

Organisasi 

Kemasyarakatan 

Masukan Dana Rp 
          
118.897.500,00  

        
113.210.634,00  

Keluaran : 
Persentase 
Ormas Dan LSM 
Yang Aktif 
Dalam Kegiatan 
Pemerintahan 
Dan 
Pembangunan 

Persen 
                             
95,22  

                           
95,22  

Belanja Unit Kerja Rp 
          
118.897.500,00  

        
113.210.634,00  

Program 

Pembinaan Dan 

Pengembangan 

Ketahanan 

Ekonomi, 

Sosial, Dan 

Budaya 

Masukan Dana Rp 
          
605.643.800,00  

        
596.840.950,00  

Keluaran : 
Persentase 
Pemahaman 
Masyarakat 
terhadap 
kerukunan umat 
beragama 

Persen 
                             
98,55  

                           
98,55  

Belanja Unit Kerja Rp 
          
605.643.800,00  

        
596.840.950,00  

Program 

Peningkatan 
Masukan Dana Rp 

          
458.537.600,00  

        
428.130.525,00  
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Kewaspadaan 

Nasional Dan 

Peningkatan 

Kualitas Dan 

Fasilitasi 

Penanganan 

Konflik Sosial 

Keluaran : 
Persentase 
konflik sosial yang 
ditangani 
dalam wilayah 

Persen 
                             
93,37  

                           
93,37  

Belanja Unit Kerja Rp 
          
458.537.600,00  

        
428.130.525,00  

 

2. Tabel Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Gunungkidul Tahun Aggaran 2023 

KEGIATAN 
Rencana Tingkat 
Capaian( Target ) 

Realisasi Tingkat 
Capaian 

Hasil 
Evaluasi 

Nama Kegiatan 
Tolok Ukur 

Kinerja 
Satuan    

1 2 3 4 5 6 

Adat, Seni, Tradisi 

dan Lembaga 

Budaya 

Masukan Dana Rp 
          
303.220.000,00  

        
278.721.055,00  

Efektif 

Keluaran : 
Jumlah Kegiatan 
Wawasan 
Kebangsaan dan 
Politik berbasis 
budaya 

Layanan  2 2 

Keluaran : 
Persentase 
Masyarakat 
memahami 
Pendidikan 
Wawasan 
kebangsaan dan 
politik berbasis 
budaya 

Persen               72                                72           

Belanja Unit 
Kerja 

Rp 
          
303.220.000,00  

        
278.721.055,00  

 Efisien 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Masukan Dana Rp 
             
47.562.500,00  

          
44.796.000,00  

  

Keluaran : 
Jumlah 
dokumen 
perencanaan, 
penganggaran 
dan evaluasi 
tersusun 

Dokumen 28   28 Efektif 
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Keluaran : 
Persentase 
kesesuaian 
dokumen 
perencanaan 
dan pelaporan 
PD terhadap 
perncanaan 
pemda 

Persen      100                              100                     

Belanja Unit 
Kerja 

Rp 
             
47.562.500,00  

          
44.796.000,00  

 Efisien 

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat Daerah 

Masukan Dana Rp 
       
1.585.459.379,00  

    
1.449.838.670,00  

Efektif 

Keluaran : 
Persentase 
laporan 
keuangan yang 
disusun tepat 
waktu 

Persen 100  100  

Belanja Unit 
Kerja 

Rp 
       
1.585.459.379,00  

    
1.449.838.670,00  

 Efisien 

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

Masukan Dana Rp 
             
11.050.000,00  

          
11.045.000,00  

Efektif 

Keluaran : 
Jumlah 
Dokumen 
pendataan dan 
pengolahan 
administrasi 
kepegawaian 
terlaksana 

 Dokumen  7  7 

Keluaran : 
Persentase PNS 
yang terlayani 
dalam 
pengelolaan 
administrasi 
kepegawaian 

Persen 100  100 

Belanja Unit 
Kerja 

Rp 
             
11.050.000,00  

          
11.045.000,00  

 Efisien 

Masukan Dana Rp 
          
244.594.800,00  

        
102.057.189,00  

Tidak 
Efektif 
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Administrasi 

Umum Perangkat 

Daerah 

Keluaran : 
Persentase 
Pemenuhan 
Kebutuhan 
Administrasi 
Perkantoran 
terlaksana 

Persen 
                             
100  

                           
41,72 

Belanja Unit 
Kerja 

Rp 
          
244.594.800,00  

        
102.057.189,00  

 Tidak 
Efisien 

Pengadaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

Masukan Dana Rp 
             
13.926.000,00  

          
13.830.000,00  

Efektif 

Keluaran : 
Persentase 
Pengadaan 
Barang Milik 
Daerah 
penunjang 
urusan 
Pemerintah 
Daerah 
terlaksana 

Persen 100  100  

Belanja Unit 
Kerja 

Rp 
             
13.926.000,00  

          
13.830.000,00  

 Efisien 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Masukan Dana Rp 
             
94.600.050,00  

          
82.525.315,00  

Efektif 

Keluaran : 
Persentase 
Penyediaan Jasa 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
terlaksana 

Persen 100 99,31 

Belanja Unit 
Kerja 

Rp 
             
94.600.050,00  

          
82.525.315,00  

 Efisien 

Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Masukan Dana Rp 
          
142.016.000,00  

        
141.228.044,00  

Efektif 

Keluaran : 
Jumlah layanan 
pemeliharaan 
barang milik 
daerah 
terlaksana 

Layanan  12  12 
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Keluaran : 
Persentase 
pemeliharaan 
barang milik 
daerah 
penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah dalam 
keadaan baik 

Persen 100 
                           
99,45  

  

Belanja Unit 
Kerja 

Rp 
          
142.016.000,00  

        
141.228.044,00  

 Efisien 

Perumusan 

Kebijakan Teknis 

dan Pemantapan 

Pelaksanaan 

Bidang Ideologi 

Pancasila dan 

Karakter 

Kebangsaan 

Masukan Dana Rp 
          
383.485.000,00  

        
374.615.626,00  

Efektif 
  

Keluaran : 
Jumlah Kegiatan 
Wawasan 
Kebangsaan dan 
Politik berbasis 
budaya 

 Kali 50   50 

Keluaran : 
Persentase 
Masyarakat 
memahami 
Pendidikan 
Wawasan 
kebangsaan dan 
politik berbasis 
budaya 

Persen 85  85,10 

Belanja Unit 
Kerja 

Rp 
          
383.485.000,00  

        
374.615.626,00  

 Efisien 

Perumusan 

Kebijakan Teknis 

dan Pemantapan 

Pelaksanaan 

Bidang Pendidikan 

Politik, Etika 

Budaya Politik, 

Peningkatan 

Demokrasi, 

Fasilitasi 

Kelembagaan 

Pemerintahan, 

Perwakilan dan 

Partai Politik, 

Pemilihan 

Umum/Pemilihan 

Umum Kepala 

Masukan Dana Rp 
    
21.086.690.658,00  

  
21.060.979.807,00  

  

Keluaran 
:Jumlah 
Pendidikan 
Politik 
Masyarakat 

Kali  26  26 

Efektif 
Keluaran : 
Persentase 
Partisipasi 
politik 
Masyarakat 
dalam Pileg, 
Pilpres, Pilkada 

Persen 80  82,2 

Belanja Unit 
Kerja 

Rp 
    
21.086.690.658,00  

  
21.060.979.807,00  

 Efisien 
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Daerah, serta 

Pemantauan 

Perumusan 

Kebijakan Teknis 

dan Pemantapan 

Pelaksanaan 

Bidang 

Pemberdayaan dan 

Pengawasan 

Organisasi 

Kemasyarakatan 

Masukan Dana Rp 
          
118.897.500,00  

        
113.210.634,00  

Efektif 

Keluaran : 
Jumlah 
Pembinaan 
Ormas dan LSM 

Kali  10  10 

Keluaran : 
Persentase 
Ormas Dan LSM 
Yang Aktif 
Dalam Kegiatan 
Pemerintahan 
Dan 
Pembangunan 

Persen 70 73 

Belanja Unit 
Kerja 

Rp 
          
118.897.500,00  

        
113.210.634,00  

 Efisien 

Perumusan 

Kebijakan Teknis 

dan Pemantapan 

Pelaksanaan 

Bidang Ketahanan 

Ekonomi, Sosial 

dan Budaya 

Masukan Dana Rp 
          
605.643.800,00  

        
596.840.950,00  

Efektif 

Keluaran : 
Jumlah 
Pembinaan 
Kerukunan 
Umat Beragama 

Kali 53   53 

Keluaran : 
Persentase 
Pemahaman 
Masyarakat 
terhadap 
kerukunan umat 
beragama 

Persen 85 86,06 

Belanja Unit 
Kerja 

Rp 
          
605.643.800,00  

        
596.840.950,00  

 Efisien 

Perumusan 

Kebijakan Teknis 

dan Pelaksanaan 

Pemantapan 

Kewaspadaan 

Nasional dan 

Penanganan 

Konflik Sosial 

Masukan Dana Rp 
          
458.537.600,00  

        
428.130.525,00  

Efektif 

Keluaran : 
Jumlah Fasilitasi 
Perumusan 
kebijakan teknis 
penanganan 
konflik Sosial 

 Kali  24  24 

Keluaran : 
Persentase 
konflik sosial 
yang ditangani 
dalam wilayah 

Persen 90           90                  
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Belanja Unit 
Kerja 

Rp 
          
458.537.600,00  

        
428.130.525,00  

 Efisien 

Ikhtisar atas kinerja keuangan diatas sesuai dengan konsep ekonomi, efisiensi dan efektivitas pada 

Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

 

B. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan 

Berdasarkan indikator pencapaian  target  kinerja dan realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023 tersebut ada beberapa subkegiatan yang tidak 

mencapai target. Untuk subkegiatan yang tidak mencapai target 95% dari anggaran yang ditetapkan 

dapat dapat dijelaskan sebagai berikut : 

NO. URAIAN 
ANGGARAN 

(Rp.) 

REALISASI 

(Rp.) 
KET 

1 Pembangunan Ketahanan Sosial 

Budaya 
303.220.000,00 278.721.055,00 91,92 

Penjelasan 

Menyesuaikan harga pasar (sewa kendaraan, 

sewa gedung, harga tiket, belanja bahan 

komputer) 

2 Koordinasi dan Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD 17.070.000,00 15.892.500,00 93,10 

Penjelasan 
Gaji THL yang menyesuaikan hari kerja THL 

dikarena penyesuaian libur di Tahun berjalan 

3 Koordinasi dan Penyusunan 

Dokumen Perubahan RKA-SKPD 300.000,00 184.000,00 61,33 

Penjelasan 
Jumlah dan harga Fotokopi dibawah pagu yang 

dianggarkan  

4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-

SKPD 475.000,00 357.000,00 75,16 

Penjelasan 
Jumlah dan harga Fotokopi dibawah pagu yang 

dianggarkan  

5 Koordinasi dan Penyusunan 

Perubahan DPA-SKPD 430.000,00 259.000,00 60,23 

Penjelasan 
Jumlah dan harga Fotokopi dibawah pagu yang 

dianggarkan  
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6 Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN 
1.578.303.879,00 1.443.468.420,00 91,46 

Penjelasan Adanya 4 Pegawai Negeri Sipil yang Pensiun  

7  Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD 

6.030.000,00 5.245.250,00 86,99 

Penjelasan 
Harga Fotokopi dibawah pagu yang 

dianggarkan  

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan 
1.200.000,00 1.080.000,00 90,00 

 

Penjelasan Harga barang dibawah harga pagu anggaran  

9 
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD 
180.557.000,00 39.449.689,00 21,85 

Penjelasan 

1. Bahwa Tahapan Pemilu sudah memasuki 

masa kampanye, sehingga Anggota 

Forkopimda memutuskan tidak 

melaksanakan kunjungan luar daerah 

bersama-sama. 

2. Tidak ada kegiatan luar daerah, yang 

melibatkan Forkopimda  

10  Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 41.999.050,00 31.516.815,00 75,04 

 Penjelasan 
Penggunaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik dibawah Pagu Anggaran 

11 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang 

Pendidikan Politik, Etika Budaya 

Politik, Peningkatan Demokrasi, 

Fasilitasi Kelembagaan 

Pemerintahan, Perwakilan dan 

Partai Politik, Pemilihan 

Umum/Pemilihan Umum Kepala 

Daerah, serta Pemantauan Situasi 

Politik Di Daerah 

376.180.900,00 353.736.049,00 94,03 

 

 Penjelasan 

Tidak tercapainya target dikarenakan 

ketidakhadiran peserta pada saat pelaksanaan 

kegiatan pembinaan politik masyrakat sehingga 

mengembangan anggaran ke Kas Daerah 
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12 Penyusunan Program Kerja di 

Bidang Kewaspadaan Dini, 

Kerjasama Intelijen, Pemantauan 

Orang Asing, Tenaga Kerja Asing 

dan Lembaga Asing, Kewaspadaan 

Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi 

Kelembagaan Bidang 

Kewaspadaan, serta Penanganan 

Konflik di Daerah 

2.711.600,00 2.466.450,00 90,96 

 

 Penjelasan 
Jumlah laporan yang digandakan lebih sedikit 

dari yang dianggarkan 

13 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang 

Kewaspadaan Dini, Kerjasama 

Intelijen, Pemantauan Orang Asing, 

Tenaga Kerja Asing dan Lembaga 

Asing, Kewaspadaan Perbatasan 

Antar Negara, Fasilitasi 

Kelembagaan Bidang 

Kewaspadaan, serta Penanganan 

Konflik di Daerah 

24.600.000,00 15.800.000,00 64,23 

 

 Penjelasan 

1. Ketidakhadiran Pejabat Forkopimda, 

sehingga honor tidak diberikan 

2. Hanya menyelenggarakan 9 kali FGD 

Forkopimda sehingga honor narasumber dan 

moderator FGD tidak terserap. 

14 Pelaksanaan Forum Koordinasi 

Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 131.200.000,00 115.400.000,00 87,96 

Penjelasan 

1. Tidak diselenggarakannya FGD Forkopimda; 

2. Tidak diselenggarakannya pemantauan 

malam idul fitri, idul adha dan malam tahun 

baru 

 

Berdasarkan penjelasan ketidak tercapainnya Realisasi Belanja secara Maksimal dikarenakan : 

a. Terdapat perbedaan nilai belanja barang dan jasa dengan pagu anggaran yang telah 

direncanakan (menyesuaikan dengan harga dilapangan) sehingga terdapat sisa dari pagu 

anggaran belanja, sehingga realisasi pembayarannya menjadi lebih rendah pada periode 

APBD Tahun 2023. 

b. Terdapat kesalahan pengajuan kegiatan belanja yang tidak sesuai dengan pagu anggaran 

belanja kegiatan tersebut, sehingga terdapat silva yang cukup besar. 
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    BAB III 

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 

 

a. Penjelasan Pos-Pos Dalam  Laporan Realisasi Anggaran 

Berikut ini disajikan tabel Pos dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

Tabel Pos dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 

Kode 
Rekening 

Uraian 

Anggaran 2023      
(Rp) 

Realisasi 2023        
(Rp) 

% 

1 2 3 4   

5 BELANJA DAERAH 
25.095.683.287 24.697.818.815 98,41 

5.1 BELANJA OPERASI 
25.081.757.287 24.683.988.815 98,41 

5.1.01 Belanja Pegawai 
1.578.303.879 1.443.468.420 91,46 

5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 
1.578.303.879 1.443.468.420 91,46 

5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan 
ASN 

- -  

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 
3.024.521.650 2.761.588.637 91,31 

5.1.02.01 Belanja Barang 
692.788.800 672.873.939 97,13 

5.1.02.02 Belanja Jasa 
1.420.487.350 1.356.593.365 95,50 

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 
88.588.500 88.588.044 100,00 

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 
822.657.000 643.533.289 78,23 

5.1.05 Belanja Hibah 
20.478.931.758 20.478.931.758 100,00 

5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, 
Lembaga, Organisasi 
Kemasyarakatan yang Berbadan 
Hukum Indonesia 

19.369.919.000 19.369.919.000 100,00 

5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan 
kepada Partai Politik 1.109.012.758 1.109.012.758 100,00 

5.2 BELANJA MODAL 
13.926.000 13.830.000 99,31 

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan 
Mesin 

13.926.000 13.830.000 99,31 

5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan 
Rumah Tangga 11.476.000 11.380.000 99,16 

5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 
2.450.000 2.450.000 100,00 

  
JUMLAH BELANJA 25.095.683.287 24.697.818.815 98,41 

 

Laporan Realisasi Anggaran pada Belanja menggambarkan perbandingan antara anggaran Tahun 

2023 dengan realisasinya, mencakup Unsur Belanja Operasi dan Belanja Modal. Pagu anggaran Belanja 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 sebesar Rp25.095.683.287,00 dengan realisasi keuangan 

sebesar Rp24.697.818.815,00 atau dengan prosentase sebesar 98,41%. 
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1. PENDAPATAN 

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang 

menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang 

menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul merupakan Perangkat Daerah 

yang tidak mengelola pendapatan atau penerimaan daerah, oleh karena itu pendapatan disajikan 

dengan nilai nol.  

            2023 (Rp)  

            Anggaran  Realisasi  %  

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) 0,00  0,00    

b)  
Lain-lain Pendapatan yang 

Sah 
 0,00  0,00    

                  

 Jumlah Pendapatan 0,00  0,00     

 

2. BELANJA DAERAH 

A. Kebijakan Akuntansi 

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang 

mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak 

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. 

a. Pengakuan  

Belanja diakui pada saat: 

1) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi 

di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk 

masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD. 

2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada 

saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna 

anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD. 

3) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada 

peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah 

 

b. Pengukuran 

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban 

diukur berdasarkan: 
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1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang 

timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. 

2)  Transaksi nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika 

barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehan. 

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening 

Kas Umum Daerah dan/atau Rekening Bendahara Pengeluaran dan/atau Rekening 

Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan azas bruto. 

 

B. Rincian Belanja Daerah 

Dalam tahun 2023, Realisasi Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Gunungkidul untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan Pemerintah realisasinya mencapai 

Rp24.697.818.815,00 atau dengan prosentase sebesar 98,41% dari total Pagu anggaran sebesar 

Rp25.095.683.287,00. Adapun sisa Pagu Anggaran yang tidak terealisasi sebesar 

Rp397.864.472,00. 

Tabel Belanja Daerah 

BELANJA DAERAH 
2023 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 

BELANJA OPERASI 
25.081.757.287 24.683.988.815 98,41 

BELANJA MODAL 
13.926.000 13.830.000 99,31 

JUMLAH BELANJA DAERAH 25.095.683.287 24.697.818.815 98,41 

 

Berdasarkan tabel diatas tabel diatas, Penyerapannya tidak mencapai 100% dikarenakan 

sebagian besar pelaksanaan realisasi anggaran sudah sesuai kebutuhan yang direncanakan oleh 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, namun ada beberapa realisasi anggaran belanja operasional 

yang tidak dapat dilaksanakan karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga 

penyerapan tidak optimal. 

Tabel Belanja Operasi 

BELANJA OPERASI 
2023 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 
 

25.081.757.287 24.683.988.815 98,41 

Belanja Pegawai 
1.578.303.879 1.443.468.420 91,46 

Belanja Barang dan Jasa 
3.024.521.650 2.761.588.637 91,31 

Belanja Hibah 
20.478.931.758 20.478.931.758 100,00 

JUMLAH BELANJA 25.081.757.287 24.683.988.815 98,41 
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a. Belanja Operasi 

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp24.683.988.815,00 atau 98,41% dari total Pagu Anggaran 

Belanja Operasi sebesar Rp25.081.757.287. Adapun rincian Belanja Operasi ini, terdiri dari : 

1) Belanja Pegawai 

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.443.468.420,00 atau 91,46% dari total Pagu 

Anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp1.578.303.879,00 dan sisa pagu yang tidak terserap 

adalah Rp134.835.459,00. Belanja Pegawai terdiri dari : 

Belanja Pegawai  
2023 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 
1.578.303.879 1.443.468.420 91,46 

Belanja Tambahan Penghasilan ASN 
- -  

Jumlah Belanja Pegawai 
1.578.303.879 1.443.468.420 91,46 

 

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN tidak mencapai 100% dikarenakan rencana 

Alokasi Gaji dan Tunjangan Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang semula 

direncanakan untuk 24 Pegawai, dan dalam perjalanannya terjadi perubahan jumlah 

pegawai, dengan rincian 4 Pegawai Pensiun yang terdiri dari (1 Eselon IIIA dan 3 Staf 

Golongan III) dan 2 Pegawai mutasi keluar (Golongan III) dan 2 Pegawai mutasi masuk 

(setara Eselon IV dan Golongan III). Sehingga akumulasi total Pegawai Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik menjadi 20 Pegawai. Serta secara langsung menyebabkan komponen 

dalam Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak tercapai 100%. 

 

2) Belanja Barang dan Jasa 

Tabel Belanja Barang dan Jasa 

Belanja Barang dan Jasa 
2023 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 

Belanja Barang Pakai Habis            
692.788.800  

           
672.873.939  97,13 

Belanja Jasa Kantor         
1.340.687.350  

        
1.295.593.365  96,64 

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin              
50.300.000  

             
36.600.000  72,76 

Belanja Sewa Gedung dan Bangunan              
12.500.000  

               
7.900.000  63,20 

Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya                
2.000.000  

               
2.000.000  100,00 

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis 
serta Pendidikan dan Pelatihan 

             
15.000.000  

             
14.500.000  96,67 

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin              
65.793.500  

             
65.793.044  100,00 

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan              
22.795.000  

             
22.795.000  100,00 

Belanja Perjalanan Dinas            
822.657.000  

           
643.533.289  78,23 

Jumlah Belanja Pegawai 
   

3.024.521.650,00  
   

2.761.588.637,00  
         

91,31  
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Dari Tabel diatas pencapaian Belanja Barang dan Jasa penjelasannya yaitu sebagai 

berikut : 

a) Belanja Barang dan Jasa dengan Pagu Anggaran Rp3.024.521.650,00 realisasi sebesar 

Rp2.761.588.637 atau 91,31%. Dalam rekening Belanja Barang dan Jasa ini serapan 

belanja paling rendah yaitu Belanja Sewa Gedung dan Bangunan, dari total Pagu 

anggaran Rp12.500.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp7.900.000,00 hal ini 

dikarenakan Harga belanja Sewa Gedung lebih rendah dari Pagu yang ditetapkan 

sehingga terdapat sisa Pagu yang cukup besar Rp4.600.000,00 atau 36,80% yang tidak 

terserap. 

b) Belanja Sewa dan Peralatan dan Mesin dari total Pagu Rp50.300.000,00 merupakan 

Belanja Sewa Kendaraan Penumpang hanya terealisasi Rp36.600.000,00 atau 72,76%. 

Pada Belanja Sewa dan Peralatan Mesin ini, hampir sama permasalahannya dengan 

belanja Sewa Gedung dan Bangunan, yaitu Pagu Anggaran yang ditetapkan lebih 

tinggi dari nilai Belanja Sewa. 

c) Belanja Perjalanan Dinas, adapun Pagu Anggaran sebesar Rp822.657.000,00 ini 

terdiri dari Belanja transport peserta Pembinaan, Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota 

(untuk kegiatan Pembinaan), Belanja Perjalanan Dinas Biasa untuk Kegiatan 

Kursus/Diklat luar daerah, dan Belanja Perjalanan Dinas Forkopimda. Dari total Pagu 

Anggaran diatas realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp643.533.289,00 atau 

78,23%. Adapun 21,77% sisa Pagu Anggaran Belanja Perjalanan Dinas ini sebagian 

besar adalah Belanja Perjalanan Dinas Forkopimda, yang tidak dapat dilaksanakan 

pada tahun ini, dikarenakan sudah memasuki Tahapan Kampanye Pemilihan Umum, 

sehingga Pejabat/Fokompimda tidak dapat melaksanakan Perjalanan Dinas bersama. 

 

3) Belanja Hibah 

Belanja Hibah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini adalah Belanja Hibah dalam 

bentuk Bantuan Keuangan yang diperuntukan kepada 8 Partai Politik Pemenang Pemilu 

dan Bantuan Keuangan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 

Tahun 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dan Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul. 

Tabel Belanja Hibah 

Belanja Hibah 
2023 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat 
Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan 
Peraturan Perundang-Undangan 

19.369.919.000,00 19.369.919.000,00 100,00 
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Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1.109.012.758,00 1.109.012.758,00 100,00 

Jumlah Belanja Pegawai 
  

20.478.931.758,00  
      

20.478.931.758,00  
100,00 

 

Adapun Rincian untuk Hibah Bantuan Keuangan kepada Lembaga yang Bersifat Nirlaba, 

Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar 

Rp19.369.919.000,00 sebagai berikut : 

Tabel Belanja Hibah Lembaga 

No Lembaga Anggaran (Rp) 

1 Komisi Pemilihan Umum Kab. Gunungkidul 15.214.177.000 

2 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Gunungkidul 4.155.742.000 

Jumlah Belanja Hibah Lembaga 19.369.919.000 

 

Selanjutnya Rincian dari Hibah Bantuan Keuangan kepada 8 Partai Politik dari Pagu 

Anggaran sebesar Rp1.109.012.758,00 sebagai berikut : 

Tabel Belanja Hibah Partai Politik 

No Lembaga Anggaran (Rp) 

1 Partai PDIP                 268.705.850  

2 Partai Nasdem                 209.173.314  

3 Partai PAN                 131.214.160  

4 Partai Golkar                 125.821.248  

5 Partai Gerindra                 107.274.342  

6 Partai PKB                 106.587.698  

7 Partai PKS                   95.831.946  

8 Partai Demokrat                   64.404.200  

Jumlah Hibah Partai Politik 1.109.012.758 

 

b. Belanja Modal 

Belanja Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Pagu Angaran Rp13.926.000,00 

yang terealisari Rp 13.830.000,00 atau 99,31% terdiri dari Belanja Printer dan Belanja Mebel 

(Belanja Kursi Rapat Kayu, Meja Kerja Kayu seteng Biro, dan Kursi Rapat dan Meja Kursi Rapat) 

Belanja Modal 
2023 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga  11.476.000,00 11.380.000,00 99,16 

Belanja Modal Komputer  2.450.000,00 2.450.000,00 100,00 

Jumlah Belanja Modal 13.926.000,00 13.830.000,00 99,31 
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B. PENJELASAN POS-POS NERACA

B.1. ASET

1.1. ASET LANCAR ....................................................................................

a. KAS DAN SETARA KAS .......................................................

31 Desember 2023 31 Desember 2022

(Rp) (Rp)

1) Kas di Bendahara Penerima 0,00 0,00

2) Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00

Jumlah Kas 0,00 0,00

Jumlah 

                   97.904.416,00 

                   97.904.416,00 

b. PIUTANG .......................................................................................

c. PERSEDIAAN ............................................................................... Rp1.121.500,00

29 Desember 2023

Rp0.00

TOTAL

Pada tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan akuntansi

berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 tahun

2013. Selanjutnya akun-akun dalam neraca akan dijelaskan termasuk perbandingan dengan tahun sebelumnya.

Per tanggal 31 Desember 2023 juga telah dilakukan penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus dan

estimasi nilai sisa tidak dihitung atau nol rupiah. Untuk penyusutan tersebut juga telah dituangkan dalam Neraca

dan daftar penyusutan terlampir dalam catatan atas laporan keuangan ini. Selanjutnya masing-masing rekening

dalam neraca dijelaskan sebagai berikut:

Per 31 Desember 2023 saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00. Sisa kas dari pencairan SP2D GU, TU 

dan LS telah disetorkan kembali ke Kas Daerah selama tahun berjalan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

Adapun daftar setor kembali ke Kas Daerah adalah sebagai berikut :

No Uraian 

Rp1.625.161.985,37

Rp0,00

Saldo kas yang ada di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 adalah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 

Penyetoran kembali sisa Uang Persediaan Kas Tunai 

TA 2023 dari UP/GU

1

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul merupakan Perangkat Daerah yang tidak mengelola 

Piutang, oleh karena itu pendapatan disajikan dengan nilai nol. 

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional

dinas dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat, dengan

rincian sebagai berikut:
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31 Desember 2023 31 Desember 2022

Audited

(Rp) (Rp)

a. Alat/bahan untuk kegiatan kantor 1.121.500,00 1.492.000,00

b. Obat - obatan 0,00 0,00

c. Persediaan untuk dijual/diserahkan 0,00 0,00

d. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga jaga 0,00 0,00

f. Natura dan pakan 0,00 0,00

g. Barang tak habis pakai 0,00 0,00

h. Barang bekas dipakai /komponen bekas dan pipa bekas 0,00 0,00

Jumlah Persediaan 1.121.500,00 1.492.000,00

1.2.ASET TETAP ............................................................................................................

31 Desember 2023 31 Desember 2022

Audited

(Rp) (Rp)

ASET TETAP 1.624.040.485,37 1.691.254.927,00

2.1 Tanah 720.000.000,00 720.000.000,00

2.2 Peralatan dan Mesin 1.129.305.889,45 1.094.384.237,89

2.3 Gedung dan Bangunan 1.075.790.230,00 1.075.790.230,00

2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 39.988.194,00 39.988.194,00

2.5 Aset Tetap Lainnya 183.525.150,00 183.525.150,00

2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 0,00

AKUMULASI PENYUSUTAN -1.524.568.978,08 -1.422.432.884,89

2.7 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin -1.106.709.561,87 -1.031.901.614,92

2.8 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan -400.881.179,94 -376.024.263,18

2.9 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan -16.978.236,27 -14.507.006,79

Jumlah Aset Tetap 1.624.040.485,37 1.691.254.927,00

- Tanah ……………………………………………………………….

- Peralatan dan Mesin Rp1.129.305.889,45

Saldo awal per 31 Desember 2022 Audited Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.094.384.237,89, pada tahun

anggaran 2023 ada penambahan senilai Rp34,921,651,56, yang diperoleh dari Penambahan Belanja Peralatan dan 

Mesin senilai Rp13.830.000, Mutasi Masuk Kendaraan Roda Dua senilai Rp35.804.851,56 dan dikurangi

Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain (Aset Rusak Berat) senilai Rp14.713.200,00, sehingga saldo per 31 Desember

2023  Rp.1.129.305.889,45. 

Pada Neraca Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Per 31 Desember 2022 Audited saldo Persediaan sebesar

Rp1.492.000,00. Pada Tahun Anggaran 2023 terdapat mutasi tambah sebesar Rp148.677.400,00 dan mutasi kurang

sebesar Rp149.047.900,00 dengan rincian daftar persediaan yang terdapat pada lampiran 7.a, sehingga saldo Per 31

Desember 2023 sebesar Rp1.121.500,00.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.624.040.485,37 merupakan nilai buku Aset Tetap 31 Desember

2023, yang diperoleh dari Harga Perolehan Aset Tetap Per 31 Desember 2023, setelah dikurangi Akumulasi

Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2023. Harga Perolehan Aset Tetap Per 31 Desember 2023 diperoleh dari

saldo Harga Perolehan Aset Tetap Per 31 Desember 2022 Audited ditambah belanja modal dan atau barang jasa yang

bisa dikapitalisasikan menjadi aset tetap, serta mutasi kurang ke OPD lain .

Rp1.624.040.485,37

 

Rp720.000.000,00

Saldo awal per 31 Desember 2022 Audited Tanah sebesar Rp720.000.000,00 . Pada tahun anggaran 2023

tidak ada mutasi tambah dan kurang sehingga saldo per 31 Desember 2023 adalah tetap sebesar

Rp720.000.000,00
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- Gedung dan Bangunan

- Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Saldo Audited 2023 1.031.901.614,92-Rp         

- Beban Penyusutan 2023 -Rp             74.807.946,95 

Saldo Akumulasi penyusutan 2023 -Rp        1.106.709.561,87 

-  Rp           538.699.065,74 

-  Rp           324.293.689,47 

-  Rp             54.889.054,00 

-  Rp                  392.000,08 

-  Rp           188.435.752,58 

 Rp        1.106.709.561,87 

- Akumulasi Penyusutan Gedung Bangunan 

Saldo Audited 2022 376.024.263,18-Rp            

- Beban Penyusutan 2023 -Rp             24.856.916,76 

Saldo Akumulasi penyusutan 2023 -Rp           400.881.179,94 

-  Rp           400.881.179,94 

-  Rp               1.331.400,08 

 Rp           402.212.580,02 

- Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

Saldo Audited 2022 14.507.006,79-Rp              

- Beban Penyusutan 2023 -Rp               2.471.229,48 

Saldo Akumulasi penyusutan 2023 -Rp             16.978.236,27 

-  Rp             13.909.700,08 

-  Rp               3.068.536,19 

 Rp             16.978.236,27 

Rp39.988.194,00

Jumlah Akumulasi Penyusutan Gedung Bangunan  s/d Tahun 2023

(Rp1.106.709.561,87)

Adapun rincian saldo akumulasi penyusutan tahun 2023 sesuai SIM Aset adalah sebagai berikut :

Jumlah Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin  s/d Tahun 2023

Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung

Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium

Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2022 Audited adalah sebesar

Rp376.024.263,18 sedangkan Beban Penyusutan Tahun 2023 sebesar Rp24.856.916,76. Sehingga Akumulasi

Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2023 sesuai SIM Aset adalah sebesar Rp400.881.179,94 dengan

penjelasan sebagai berikut: 

Adapun rincian saldo akumulasi penyusutan tahun 2023 sesuai SIM Aset adalah sebagai berikut :

Jumlah Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi Jaringan  s/d Tahun 2023

Saldo awal per 31 Desember 2022 Audited Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp39.988.194,00, pada tahun

anggaran 2023 tidak terdapat mutasi tambah dan kurang sehingga saldo per 31 Desember 2023 sebesar

Rp39.988.194,00

(Rp400.881.179,94)

Akumulasi Alat Angkutan

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2022 Audited sesuai SIM Aset sebesar

Rp1.031.901.614,92. Beban Penyusutan Tahun 2023 adalah sebesar Rp.74.807.946,95 Sehingga Akumulasi

Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2023 sesuai SIM Aset adalah sebesar Rp1.106.709.561,87.

Akumulasi Penyusutan Komputer

Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Saldo awal per 31 Desember 2022 Audited Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.075.790.230,00, pada tahun

anggaran 2023 tidak terdapat mutasi tambahdan kurang sehingga saldo per 31 Desember 2023 sebesar

Rp1.075.790.230,00.

Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga

Rp1.075.790.230,00

(Rp16.978.236,27)

Adapun rincian saldo akumulasi penyusutan tahun 2023 sesuai SIM Aset adalah sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai dengan 31 Desember 2022 Audited adalah sebesar

Rp14.507.006,79. Beban Penyusutan tahun 2023 sebesar Rp2.471.229,48. Sehingga Akumulasi Penyusutan

sampai dengan 31 Desember 2023 sesuai SIM Aset adalah sebesar Rp16.978.236,27 dengan penjelasan sebagai

berikut: 

Akumulasi Penyusutan Bangunan Air

Akumulasi Penyusutan Jaringan

26



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul

- Aset Tetap Lainnya 

1.3.ASET LAINNYA

31 Desember 2023 31 Desember 2022

Audited

(Rp) (Rp)

Tagihan Penjualan Angsuran 0,00 0,00

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 0,00 0,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00

Aset Tak Berwujud 0,00 0,00

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud 0,00 0,00

Aset Lain-lain 17.990.977,00 3.277.777,00

Jumlah Aset Lainnya 17.990.977,00 3.277.777,00

- Aset Lain-lain

ASET EKSTRAKOMTABEL

Saldo 

Kurang Per 31 Des 2023
Peralatan Mesin : 0,00 28.792.247,62                    

1. Alat-alat Berat/Besar 0,00 0,00
2. Alat-alat Angkutan 0,00 0,00
3. Alat-alat Bengkel 0,00                                            -   
4. Alat Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00
5. Alat-alat Kantor & Rumah Tangga 0,00                      28.792.247,62 
6. Alat Studio dan Komunikasi 0,00                                            -   
7. Alat Ukur 0,00                                            -   
8. Alat-alat Kedokteran 0,00 0,00
9. Alat-alat Laboratorium 0,00 0,00
10. Alat-alat Keamanan 0,00 0,00

GEDUNG DAN BANGUNAN -                                 300.000,00                          
1. Bangunan Gedung                                            -   
2. Tugu Titik Kontrol/Pasti                           300.000,00 

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 0,00 0,00
1. Jalan dan Jembatan 0,00 0,00
2. Bangunan Air (Irigasi) 0,00 0,00
3. Instalasi 0,00 0,00
4. Jaringan 0,00 0,00

ASET TETAP LAINNYA 0,00 -                                        
1. Buku dan Perpustakaan 0,00                                            -   
2. Barang Bercorak Kesesnian/ Bud. 0,00 0,00
3. Hewan/Ternak dan Tumbuhan 0,00 0,00
4. Sarana Olah Raga 0,00 0,00

-                                 29.092.247,62                    

Per 31 Des 2022

0,00

0,00

Mutasi

28.792.247,62

Rp17.990.977,00

Saldo awal per 31 Desember 2022 Audited Aset Lain-lain sebesar Rp3.277.777,00. terdapat mutasi penambahan

Aset Rusak Berat/Usang berupa Kendaraan Beroda Dua sebesar Rp14.713.200,00 sehingga saldo akhir per 31

Desember 2023 Aset Lain-lain adalah tetap sebesar Rp17.990.977,00.

0,00

Jumlah

0,00

Rp17.990.977,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Uraian

0,00

0,00

0,00

Rp183.525.150,00

Saldo 

0,00
0,00
0,00

Saldo awal Aset Ekstrakomtabel per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp29.092.247,62, pada Tahun Anggaran

2023 tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang, sehingga saldo Aset Ekstrakomtabel per 31 Desember 2023

adalah tetap sebesar Rp29.092.247,62 dengan rincian sebagai berikut:

        29.092.247,62 

300.000,00             

0,00

              300.000,00 

28.792.247,62

0,00

Saldo awal per 31 Desember 2022 Audited Aset Tetap Lainnya sebesar Rp183.525.150,00 yang terdiri dari

Buku sebesar Rp435.000,00, Barang Bercorak Kebudayaan (alat Musik)sebesar Rp183.090.150,00, Pada tahun

anggaran 2023 tidak ada mutasi tambah dan kurang sehingga saldo akhir Aset Tetap Lainnya per 31 Desember

2023 tetap sebesar Rp183.525.150,00.
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B.2. PENJELASAN POS-POS KEWAJIBAN

2.1.KEWAJIBAN ………………………………………………………………. 2.971.173,00Rp               

31 Desember 2023    

(Rp)

31 Desember 2022

(Rp)

Kewajiban Jangka Pendek 2.971.173,00 2.753.436,00

Jumlah Kewajiban 2.971.173,00 2.753.436,00

Kewajiban Jangka Pendek …..........……………………………………………………..

31 Desember 2023    

(Rp)

31 Desember 2022     

(Rp)

a. Utang Belanja Pegawai

- Utang belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan 0,00 0,00

Prestasi Kerja ASN

b. Utang belanja jasa:

- Utang belanja listrik 2.761.337,00 2.533.600,00

- Utang belanja telepon 25.366,00 25.366,00

- Utang belanja air 184.470,00 194.470,00

0,00

Jumlah Kewajiban 2.971.173,00 2.753.436,00

B.3. EKUITASEKUITAS …………………………………………..

31 Desember 2023     

(Rp)

31 Desember 2022

(Rp)

EKUITAS 1.622.190.812,37       1.693.271.268,00             

Jumlah Ekuitas 1.622.190.812,37 1.693.271.268,00

Ekuitas ………………………………………………………………

31 Desember 2023     

(Rp)

31 Desember 2022

(Rp)

a. Ekuitas Awal 1.693.271.268,00       1.727.264.975,24             

b. Dampak Kumulatif Perubahan Mendasar -3.277.777,00 2.848.800,00

c. Surplus/Defisit LO -24.765.621.493,63 -5.455.845.278,24

d. RK PPKD 24.697.818.815,00 5.419.002.771,00

Jumlah Ekuitas 1.622.190.812,37       1.693.271.268,00             

Per 31 Desember 2023 Kewajiban berupa Utang Belanja Jasa. pada tahun 2023 kewajiban terdiri dari mengalami

perubahan karena ada utang belanja listrik, utang belanja telepon, utang belanja air masing-masing dirinci sebagai

berikut : 

2.971.173,00Rp               

1.622.190.812,37Rp        

Rp2.971.173,00

1.622.190.812,37Rp        

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan selisih

antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022, disajikan sebagai berikut :
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a) Ekuitas …………………………………………………………

31 Desember 2023    

(Rp)

31 Desember 2022

(Rp)

Ekuitas 1.622.190.812,37 1.693.271.268,00

Jumlah 1.622.190.812,37 1.693.271.268,00

KREDIT (Rp.) SALDO (Rp.)

1 1.693.271.268,00                   1.693.271.268,00 

2 0,00                   1.693.271.268,00 

3 0,00                   1.693.271.268,00 

4 -3.277.777,00                   1.689.993.491,00 

5 0,00                   1.689.993.491,00 

6                   1.689.993.491,00 

7                   1.689.993.491,00 

8 0,00                   1.689.993.491,00 

9 24.697.818.815,00                         26.387.812.306,00 

10 -                                                        1.622.190.812,37 

          26.387.812.306,00                   1.622.190.812,37 

b) Surplus/Defisit LO …………………………………………………………

31 Desember 2023     

(Rp)

31 Desember 2022

(Rp)

Surplus/Defisit LO 24.765.621.493,63 5.455.845.278,24

Jumlah 24.765.621.493,63 5.455.845.278,24

c) RK PPKD ……………………………………………..

31 Desember 2023   

(Rp)

31 Desember 2022     

(Rp)

RK PPKD 24.697.818.815,00 5.419.002.771,00

Jumlah RK PPKD 24.697.818.815,00 5.419.002.771,00

                                 - 

                                 - 

MUTASI EKUITAS

URAIAN

Surplus defisit LO     24.765.621.493,63 

Mutasi kurang ATB

Penutup LRA

RK PPKD adalah rekening kas pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang merupakan jumlah anggaran yang

telah dicairkan dalam SP2D yang telah diterima di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dikurangi setoran kembali ke

Kas Daerah atas sisa belanja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Rekening Kas Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah Per 31 Desember 2023 sebesar Rp24.697.818.815,00

Jumlah

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan. Karena

Pendapatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik lebih tidak memiliki pendapatan , maka LO bernilai negatif (defisit).

1.622.190.812,37Rp        

24.697.818.815,00Rp      

                                 - 

Ekuitas Awal

Mutasi Barang Rusak Berat

DEBIT (Rp.)

Mutasi Aset BTT

Jumlah ekuitas mutasi per 31 Desember 2023 Rp1.622.190.812,37,00 berasal dari mutasi aset yang masuk diakui

menambah ekuitas dan mutasi keluar diakui mengurangi ekuitas. Ekuitas mutasi tersebut yang dapat dijelaskan dalam

buku besar ekuitas sebagai berikut :

Mutasi Aset dari OPD Lain

Mutasi Persediaan

24.765.621.493,63Rp      

         24.765.621.493,63 

                                 - 

                                 - 

Koreksi Tahun ATB

Penyesuaian Akumulasi kode barang

                                 - 
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C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

1. Penjelasan Pos Pendapatan

2. Penjelasan Pos Beban

2.1 Beban Operasi

2023 2022
(Rp) (Rp)

Realisasi Realisasi
-  Rp     1.443.468.420,00  Rp      2.380.922.816,00 
-  Rp        149.047.900,00  Rp           91.297.800,00 
-  Rp     1.881.007.641,00  Rp      1.484.939.592,00 
-  Rp          88.588.044,00  Rp           80.906.037,00 
-  Rp        643.533.289,00  Rp         211.453.092,00 
-  Rp          81.044.441,63  Rp           97.313.183,24 
- 20.478.931.758,00Rp    1.109.012.758,00Rp      

- -Rp                            -Rp                            

 Rp   24.765.621.493,63  Rp     5.455.845.278,24 

a.

31 Desember 2023     

(Rp)

31 Desember 2022

(Rp)

(1) Beban Gaji dan Tunjangan 1.443.468.420,00 1.519.071.101,00

(2) Tambahan Penghasilan Pegawai 0,00 861.851.715,00

1.443.468.420,00 2.380.922.816,00

1)

-
 Rp     1.125.078.660,00 

-  Rp        101.005.072,00 

-  Rp        119.690.000,00 

-  Rp                             -   

-  Rp          29.935.000,00 

-  Rp          59.818.920,00 

-  Rp            7.925.729,00 

-  Rp                 15.039,00 

 Rp     1.443.468.420,00 Jumlah

Tunjangan Jabatan

Tunjangan Fungsional

Tunjangan Fungsional Umum

Tunjangan Beras

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

Pembulatan Gaji

Beban Pegawai 

Beban Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp1.443.468.420,00 merupakan pengeluaran atas manfaat

ekonomis yang diperoleh dalam periode tahun 2023 yang terdiri atas: 

Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Beban gaji dan tunjangan digunakan membayar gaji dan tunjangan pegawai di Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik yang dapat dirinci sebagai berikut : 

Gaji Pokok PNS / Uang 

Representasi

Tunjangan Keluarga

Beban Pemeliharaan
Beban Perjalanan Dinas  
Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Hibah
Beban Tak Terduga

Adapun penjelasan rincian setiap beban adalah sebagai berikut :

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul merupakan SKPD yang tidak mengelola pendapatan

oleh karena itu pendapatan disajikan dengan nilai Rp.0,00 :

Beban Operasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2023 realisasi sebesar

Rp24.765.621.493,63 adalah penurunan manfaat ekonomi, jasa, pengeluaran, dan konsumsi aset selama

Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Beban Pegawai 
Beban Habis Pakai
Beban Jasa 
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2)

 Rp                             -   

b

1)

-
 Rp          34.958.000,00 

-
 Rp          17.291.000,00 

-
 Rp            1.750.000,00 

-
 Rp          17.550.000,00 

-
 Rp            7.252.000,00 

-
 Rp            5.238.200,00 

-
 Rp          58.308.300,00 

-
 Rp            5.594.400,00 

-  Rp               306.000,00 

-  Rp               800.000,00 

-  Rp                             -   

-
 Rp                             -   

 Rp        149.047.900,00 

 Rp        149.047.900,00 

2)

2023 2022

(Rp) (Rp)

(1) 1.820.007.641,00 1.472.339.592,00

(2)

(3) 36.600.000,00 4.500.000,00

(4) Beban Sewa Gedung dan Bangunan 7.900.000,00 8.100.000,00

(5) Beban Sewa Aset Tetap Lainnya 2.000.000,00 0,00

(6) Beban Kursus/Pelatihan, Sosisalisasi, 14.500.000,00 0,00

Bimbingan Teknis serta  Pendidikan 

dan Pelatihan

Jumlah 1.881.007.641,00 1.484.939.592,00

-  Rp        211.100.000,00 

Beban Jasa Kantor

Beban Sewa Tanah

Beban Sewa Peralatan dan Mesin

Beban Jasa Kantor terdiri dari :
Beban Honorarium Narasumber 

atau Pembahas Moderator, 

Pembawa Acara, dan Panitia

Beban Natura dan Pakan-Natura
Beban Pakaian Dinas Lapangan 

(PDL)
Jumlah

Jumlah Bahan Persediaan 

Beban Jasa

Beban Jasa Tahun 2023 sebesar Rp1.881.007.641 merupakan pengeluaran atas manfaat ekonomis 

yang diperoleh dalam periode tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut: 

Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 

Kantor- Perabot Kantor

Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 

Kantor-Alat Listrik

Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 

Kantor- Perlengkapan Dinas

Beban alat/Bahan untuk Kegiatan 

Kantor- Survenir/Cendera Mata

Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 

Beban Obat-Obatan-Obat

Beban Bahan Habis Pakai

Beban Persediaan  Tahun 2023 sebesar Rp149.047.900 merupakan pengeluaran atas manfaat 

ekonomis yang diperoleh dalam periode tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut: 

Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 

Kantor-Alat Tulis Kantor
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 

Kantor- Kertas dan Cover
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 

Kantor- Benda Pos
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 

Kantor-Bahan Komputer

Beban Tambahan Penghasilan

Pada tahun 2023 Beban Tambahan Penghasilan adalah Beban Pemberian TPP, yang pada tahun 

2023 ini dicatat oleh BKPPD.

Tambahan Penghasilan PNS

Beban Barang dan Jasa
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-  Rp        721.125.000,00 

-  Rp               300.000,00 

-  Rp        162.892.500,00 

-  Rp          19.522.500,00 

-  Rp          29.687.500,00 

-  Rp          21.512.500,00 

-  Rp          59.230.550,00 

-  Rp        523.082.539,00 

-

-  Rp               324.317,00 

-  Rp            1.970.940,00 

-  Rp          29.439.295,00 

-
 Rp            1.080.000,00 

-  Rp               240.000,00 

 Rp     1.820.007.641,00 

-
 Rp          36.600.000,00 

 Rp          36.600.000,00 

-
 Rp            1.200.000,00 

-
 Rp            6.700.000,00 

 Rp            7.900.000,00 

-
 Rp            2.000.000,00 

 Rp            2.000.000,00 

-  Rp          14.500.000,00 

 Rp          14.500.000,00 

 Rp     1.881.007.641,00 

3)

2023 2022

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 sebesar Rp88.588.044,00 merupakan pengeluaran atas manfaat 

ekonomis yang diperoleh dalam periode tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut: 

Jumlah

Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisai, 

Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan 

Pelatihan terdiri dari :

Beban Kursus Singkat/Pelatihan

Jumlah

Jumlah Beban Jasa

Beban Pemeliharaan

Beban Sewa Gedung dan Bangunan 

terdiri dari :

Beban Sewa Bangunan Gedung 

Kantor

Beban Sewa Bangunan Gedung 

Tempat Pertemuan

Jumlah

Beban Sewa Aset Tetap Lainnya terdiri 

dari :

Beban Sewa Barang Bercorak 

Kesenian Lainnya

Beban Langganan Jurnal/Surat 

Kabar/Majalah

Beban Lembur

Jumlah

Beban Sewa Peralatan dan Mesin 

terdiri  dari :

Beban Sewa Kendaraan Bermotor 

Penumpang

Jumlah

Beban Jasa Penyelenggaraan Acara

Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, 

Dan Pemotretan
 Rp          38.500.000,00 

Beban Tagihan Telepon

Beban Tagihan Air

Beban Tagihan Listrik

Beban Honorarium Rohaniwan

Beban Jasa Tenaga Administrasi

Beban Jasa Tenaga Kebersihan

Beban Jasa Tenaga Keamanan

Beban Jasa Tenaga Supir

Beban Jasa Pelayanan Kearsipan

Beban Honorarium Tim Pelaksana 

Kegiatan dan Sekretariat Tim 

Pelaksana Kegiatan
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(Rp) (Rp)

(1)  Rp          65.793.044,00  Rp           64.669.128,00 

(2)  Rp          22.795.000,00  Rp           16.236.909,00 

 Rp          88.588.044,00  Rp           80.906.037,00 

-

 Rp          45.393.044,00 

-

 Rp            9.000.000,00 

-

 Rp               300.000,00 

-

 Rp                             -   

-

 Rp            3.000.000,00 

-
 Rp            6.000.000,00 

-
 Rp            2.100.000,00 

 Rp          65.793.044,00 

-

 Rp          22.795.000,00 

 Rp          22.795.000,00 

 Rp          88.588.044,00 

Beban Pemeliharaan Gedung dan 

Bangunan terdiri dari :

Beban Pemeliharaan Bangunan 

Gedung- Bangunan Gedung 

Tempat Kerja-Bangunan Gedung 

Kantor
Jumlah

Jumlah Beban Pemeliharaan 

Beban Pemeliharaan Alat Kantor 

dan RumahTangga-Alat Kantor-

Mesin Ketik

Beban Pemeliharaan Alat Kantor 

dan Rumah Tangga-Alat

Kantor-Alat Kantor Lainnya

Beban Pemeliharaan Alat Kantor 

dan Rumah Tangga-Alat Rumah 

Tangga-Alat Pendingin

Beban Pemeliharaan Komputer-

KomputerUnit-Personal Computer

Beban Pemeliharaan Komputer-

Peralatan Komputer-Peralatan 

Jumlah

Beban Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin
Beban Pemeliharaan Gedung dan 

Bangunan

Beban Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin terdiri dari :
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-

Alat Angkutan Darat Bermotor-

Kendaraan Bermotor Penumpang

Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-

Alat Angkutan Darat Bermotor-

Kendaraan Bermotor Beroda Dua
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4)

2023 2022

(Rp) (Rp)

-  Rp          72.233.289,00  Rp         151.453.092,00 

-  Rp        571.300.000,00  Rp           60.000.000,00 

 Rp        643.533.289,00  Rp        211.453.092,00 

5)

2023 2022

(Rp) (Rp)

-

 Rp    19.369.919.000,00  Rp                              -   

-
 Rp     1.109.012.758,00  Rp      1.109.012.758,00 

 Rp   20.478.931.758,00  Rp     1.109.012.758,00 

 Rp   20.478.931.758,00 

2.2

-  Rp          44.355.357,15 

-
 Rp            8.605.646,51 

-
 Rp               300.000,00 

-  Rp                 98.000,04 

-
Be

ba
 Rp               357.291,69 

 Rp          53.716.295,39 

-  Rp          24.635.016,72 
-  Rp               221.900,04 

 Rp          24.856.916,76 

-  Rp            1.987.100,04 
-  Rp               484.129,44 

 Rp            2.471.229,48 

Jumlah Beban Penyusutan  Rp          81.044.441,63 

Beban Penyusutan Bangunan Air 
Beban Penyusutan Jaringan

Jumlah Beban Penyusutan Jaringan 

Sehingga dari jumlah Beban Operasi sebesar Rp24.765.621.493,63 diperoleh Surplus/Defisit LO Tahun Anggaran

2023 sebesar Rp(24.765.621.493,63).

Beban Penyusutan Alat Studio, 

Komunikasi, dan Pemancar

Beban Penyusutan Alat Laboratorium

Jumlah Beban Penyusutan Peralatan dan 

Mesin

Beban Penyusutan Bangunan Gedung 
Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti
Jumlah Beban Gedung dan Bangunan 

Jumlah Beban Hibah

Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 sebesar Rp81.044.441,63 merupakan pengeluaran atas 

manfaat ekonomis yang diperoleh dalam periode tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut: 

Beban Penyusutan Alat Angkutan

Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah 

Tangga

Beban Hibah Bantuan Keuangan 

Kepada Partai Politik

Beban perjalanan dinas dalam 

daerah
Beban perjalanan dinas luar daerah

Jumlah Beban Perjalanan Dinas

Beban Hibah

Beban Hibah Tahun 2023 sebesar Rp20.478.931.758,00 merupakan pengeluaran atas manfaat 

ekonomis yang diperoleh dalam periode tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut: 

Beban Hibah kepada Badan dan 

Lembaga yang Bersifat Nirbala, 

Sukarela dan Sosial yang Dibentuk 

Berdasarkan Peraturan Perundang-

Undangan

Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 sebesar Rp643.533.289,00 merupakan pengeluaran atas 

manfaat ekonomis yang diperoleh dalam periode tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut: 
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D. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

31 Desember 2023     

(Rp)

31 Desember 2022     

(Rp)

a. Ekuitas Awal 1.693.271.268,00         1.727.264.975,24            

b. Dampak Kumulatif Perubahan Mendasar -3.277.777,00 2.848.800,00

c. RK PPKD 24.697.818.815,00 5.419.002.771,00

d. Surplus/Defisit LO   -24.765.621.493,63 -5.455.845.278,24

Jumlah Ekuitas Dana Lancar 1.622.190.812,37         1.693.271.268,00            

a. Ekuitas Awal ........................................................................................

 Rp                 (3.277.777)

c. RK PPKD ...........................................................................................

d. Surplus/Defisit LO ...........................................................................................

24.697.818.815,00Rp      

Ekuitas RK PPKD dicatat menambah ekuitas karena untuk menutup Surplus/defisit LRA karena Pendapatan Asli

Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik lebih sedikit dibandingkan dengan belanja maka dicatat defisit LRA

dan dicatat sebagai rekening penyeimbang surplus/defisit LO.

(24.765.621.493,63)Rp     

Defisit LO bersumber dari Laporan Operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan beban

operasi sebesar Rp24.765.621.493,63.

1.693.271.268,00Rp        

Ekuitas awal merupakan kekayaan bersih pemerintah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Gunungkidul yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban . Ekuitas awal tahun 2023 merupakan ekuitas

pada Neraca akhir tahun 2022.

b. Dampak Kumulatif Perubahan Mendasar

Dampak kumulatif perubahan mendasar Tahun 2023 disebabkan karena adanya Koreksi Penyesuaian Akumulasi

Penyusutan RB yang dicatat didalam Akun Koreksi Ekuitas Lainnya.

38 
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BAB IV 

PENJELASAN ATAS INFORMASI- INFORMASI NON KEUANGAN 

 

A. Gambaran Umum 

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul adalah struktur kelembagaan 

yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Gunungkidul  yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul  Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan Peraturan Bupati 

Gunungkidul Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan 

Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mempunyai 

tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas di bidang kesatuan 

bangsa dan politik, serta mempunyai fungsi : 

1. perumusan kebijakan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik; 

2. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik; 

3. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang kesatuan bangsa dan politik; 

4. pelaksanaan pembinaan ideologi; 

5. pelaksanaan pembinaan ketahanan nasional; 

6. pelaksanaan pembinaan dan pendidikan politik dalam negeri; 

7. pelaksanaan pembinaan organisasi kemasyarakatan; 

8. pengkajian permasalahan strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik; 

9. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang kesatuan bangsa dan politik; 

10. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang 

kesatuan bangsa dan politik; 

11. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan 

politik; dan 

12. pengelolaan UPT. 

 

Dalam hal pengelolaan aset, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul 

berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 

2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Lingkup pengelolaan aset dimaksud 

meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; 
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pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; serta 

pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pemanfaatan aset dari Badan Kesatuan Bangsa Dan 

Politik Kabupaten Gunungkidul merupakan optimalisasi dari aset yang ada untuk dapat menunjang 

pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan di bidang kesatuan bangsa dan politik. 

Dalam hal pengelolaan keuangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik berpedoman pada 

Perturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaiamana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Bupati 

Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten 

Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 

Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2022. 

 

B. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 

Kepala : Johan Eko Sudarto, S.Sos.MH 

Sekretaris : Ahmad Ahsan Jihadan, S.Psi.,M.A 

Kepala Sub Bagian Umum : Sulastri, S.Sos. 

Kepala Sub Bagian Perencanaan 

Dan Keuangan 
 

: Diana Estilestari, S.Sos, MAP 

Kepala Bidang Kesatuan Bangsa : Nani Asyfiah, S.Sos,M.Si 

Subkoordinator/Fungsional Muda 

Bina Ideologi  

: Liliestiani, S.Sos 

      Subkoordinator/Fungsional Muda     

      Kewaspadaan Dini  

: - 

Subkoordinator/Fungsional Muda 

Penanganan Konflik 

: Basirahayu, S.IP.MAP 

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri 

Dan Organisasi Kemasyarakatan 

: Sumarto, S.Pd.,M.M 

Subkoordinator/Fungsional Muda 

Politik Dalam Negeri 

: Widodo, S.H. 

Subkoordinator/Fungsional Muda 

Organisasi Kemasyarakatan 

: Purwo Handoko, S.Sos.MM 

 




